DDTC

Desain, Implementasi & Dampak Pajak
Karbon

DDTC Fiscal Research




Aspek Pembangunan Berkelanjutan dalam Agenda

Reformasi Perpajakan

/

SUSTAINABLE ¢ s,
DEVELOPMENT N\ %, ALS
17 GOALS TO TRANSFORM OUR WORLD J
. .
AND SAMITATION
12 RESPORSIBLE

9

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

GOALS

Lingkungan

Pembangunan Berkelanjutan

N

Peran Pajak

Pigouvian Tax Polluters Pay Principle

;l

Usal RUU HPP Dlsepuka!i Sri Mulyani: Reformasi Pajak
Berlun,ut

NAﬂﬂDmIDI

RUU HPP Segeru Dibawa ke Paripurna DPR, Tarif PPN Bakal
Nalk Bertuhap

NADGGUEDH

yani: Penerapan Pajak Karbon Memperhatikan
Kesmpun Dunla Usuhu
EBDEIDU

BAB VI
PAJAK KARBON

Pasal 13

-97.

(1) Pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang
memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.

(2) Pengenaan pajak karbon scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
a.  petajalan pajak karbon; dan/atau
b, peta jalan pasar karbon

(3) Peta jalan pajak karbon sebagaimana dimaksud pada

—

Jika Disahkan,
Apa Tantangan Selanjutnya?




Justifikasi Pajak Karbon

Pengenaan Pajak karbon sebagai solusi
mitigasi iklim sekaligus penerimaan baru
pascapandemi Covid-19

Selaras dengan tren Internasional

@ Setidaknya 25 negara telah menerapkan pajak karbon
(World Bank, 2020)
@ Wujud dari Paris Agreement

Komitmen menurunkan gas rumah kaca (GRK) hingga 29%
(UU No 16 Tahun 2016)

Indonesia sebagai salah satu dari 20 negara penghasil emisi
karbon terbesar di dunia (BP Statistical Review of World

Energy, 2019)

Pajak karbon pro terhadap kesejahteraan masyarakat
Menutup gap pembiayaan perubahan iklim di mana miskin yang relatif rawan terdampak perubahan iklim

membutuhkan Rp266,2 triliun per tahun
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Pro Kontra Kehadiran Pajak Karbon

Pajak karbon dapat menjadi solusi untuk Pajak karbon dapat menurunkan Pajak karbon berpotensi kontraproduktif
menangani pemanasan global? konsumsi atas produk bahan bakar fosil? terhadap kegiatan usaha dalam negeri?
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Desain Pajak Karbon

BETTER POLICIES FOR BETTER LIVES

www.oecd.org

Environmental Taxation
A Guide for Policy Makers

This guide is based on the OECD’s recently issued book Taxation, Innovation and the Environment.

Overview

Environmental challenges are increasing the pressure on governments to find ways to reduce
environmental damage while minimising harm (o economie growth. Governments have a range of tools at
their disposal, including regulations, information programmes, innovation policies, environmental subsidies
and environmental taxes. Taxes in particular are a key part of this toolkit.

Environmental taxes have many important advantages, such as environmental effectiveness, economie

efficiency, the ability to raise public revenue, and transparency. Also, environmental taxes have been

suceessfully used 1o address a wide range of issues including waste disposal, water pollution and air

emissions. Regardless of the policy arca, the design of environmental taxes and political economy
in their are crucial of their overall success.

“This policy guide has a few key messages:

‘Why use environmental taxes?
+  Taxes can directly address the failure of markets to take environmental impacts into account by
incorporating these impacts into prices.
©  Envionmental pricing through taxation leaves consumers and businesses the flexibility to
determine how best to reduce their environmental “footprint”.
~ This enables lowest-cost solutions, provides an incentive for innovation and minimises the
need for government to attempt to *“pick winners™

How to design environmental taxes?

« Environmental tax bases should be targeted to the pollutant or polluting behaviour, with few Gf
any) exceptions.

+  The scope of an environmental tax should ideally be as broad as the scope of the environmental
damage.

. The tax rate should be commensurate with the environmental damage.

. The tax must be credible and its rate predictable in order to motivate environmental
improvements.

. Environmental tax revenues can assist fiscal consolidation or help to reduce other taxes.

«  Distributional impacts can, and generally should, be addressed through other policy instruments.

o Compeitiveness concerns need to be carefully assessed; coordination and transitional relief can
be effective responses,

«  Clear communication is critical to public acceptance of environmental taxation,

«  Environmental taxes may need to be combined with other policy instruments to address certain
issues.

The rest of this guide develops these points in greater detail

September 2011 1

DES POLITIQUES MEILLEURES POUR UNE VIE MEILLEURE

29 DDIOD

Polluters Pays Principle

Ruang lingkup yang selaras dengan ruang
lingkup kerusakan lingkungan

Tarif sepadan dengan kerusakan lingkungan

Berkepastian dan dapat diprediksi sehingga
memotivasi perbaikan lingkungan

Peran dalam konsolidasi fiskal atau
mengurangi ketergantungan pos pajak lainnya

Distributional impact

Bagaimana skema
pemungutannya?
|

Apa yang menjadi basis pajak?

Siapa yang akan dikenakan?

Berapa tarifnya?

|
Dampak dan upaya menjamin
efektivitasnya?

Tidak ada batasan tertinggi
emisiyang bisa dihasilkan

Tantangan politik

(Heyman, 2019)



Pro Kontra Desain Pajak Karbon
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Studi Komparasi Pajak Karbon

Tarif
(USD$/tC02e)

Negara/Tahun

) Sektor Sektoryang Dikecualikan Objek Pajak
Implementasi

Jepang Semua sektor Sektor industri, pembangkit, transportasi, pertanian, dan kehutanan Semua bahan bakar fosil

(2012)

@ Singapura 3,66 Sektor industri dan pembangkit Penggunaan bahan bakar tertentu, seperti pembakaran dari biomasa Semua bahan bakar fosil
(2019) dan penggunaan perlengkapan lemari es/AC non-manufaktur
Kolombia 4, 45 Semua sektor Konsumsi gas alam yang tidak termasuk di sektor petrokimia dan Bahan bakar fosil cair dan gas yang
(2017) kilang minyak, serta konsumen yang tersertifikasi karbon netral digunakan untuk pembakaran

. Spanyol 17,48 Semua sektor emisi gas rumah kaca (GRK) dari gas Ekspor dan penggunaan gas berfluorinasi (gas F) Emisi GRK dari gas HFCs, PFCs, dan

(2014) HFCs, PFCs, dan SF6 SF6

Al

Wr.v 49.00 Sektor industri, bangunan, dan transportasi . Operator sudah tercover EU ETS Semua bahan bakar fosil
Prancis . Proses industri tertentu (penggunaan non-combustion),
(2014) produksi energi, pengangkutan, penerbangan, dan

‘ ' transportasi publik
Chili 5.00 Sektor pembangkit dan industri pada instalasi yang Semua bahan bakar fosil
(2017) mengeluarkan emisi di atas 25.000 tC02

‘ Finlandia 68.00 Sektor industri, transportasi, dan bangunan Industri tertentu
(1990)

+ Mekslko 0.40-3.00 Sektor listrik, industri, transportasi jalan rasa,
2014) penerbangan, perkapalan, bangunan, limbah,

kehutanan, dan pertanian

N
-

Sumber: DDTC News



Isu Lanjutan Pajak Karbon
Carbon Leakage

Isu ketersediaan energi terbarukan dan
penerapan tau ksl Tidak bertaku untuk green economy

seluruh sektor . ]
antarnegara @ Program energy mix (bahan bakar nabati)

@ Struktur biaya

@ Bagaimana industri yang lebih ramah lingkungan bisa tercipta?
Earmarking tax?

© Insentif pajak
di DU PdANdEC

il RUU HPP mengaitkan
kebijakan pajak karbon
f dengan roadmap di
Investment Fossil-fuel price . 0
Output channel chanbl e bidang carbon pricing
serta agenda sektor

lingkungan hidup
Isu daya saing

Risiko mobilitas investasi
dan faktor produksi




Isu Lanjutan Pajak Karbon
Penggunaan Dana

9 Penerimaan dari pajak karbon sebaiknya dialokasikan untuk

apa?
CARBON TAX GUIDE
90.0 AHandbook for Policy Makers
81.9
80.0
70.0
60.0
50.0
°
40.0
319 30.6
30.0 25.0
20.0 16.0 Penerimaan Pajak Karbon
10-0 .
_ Investasi Pembiayaan Defisit  Belanja Program Insentif Pajak Lainnya
Pengembangan Anggaran Kesejahteraan Kendaraan Ramah .
Energi Terbarukan Lingkungan FOngIngTaX
(Green Enere) Revenue Expanded Revenue to

Neutrality Spending Finance

Offsets
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